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ABSTRAK

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi.
Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam
menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid
dan memberikan akses informasi yang terpercayai serta upaya untuk
mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers
yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya
informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua
informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi
yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang
melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya
pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari
pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga
tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 1999 tentang Pers.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif.
Metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan
dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan
dalam masyarakat. Selain itu jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam
skripsi ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan Putusan
Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil. Untuk teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi
pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari
bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan skripsi ini. Sedangkan teknik ~analisis bahan hukum
menggunakan teknik Kkualitatif yaitu menganalisis data secara mendalam yang
berkaitan dengan pelanggaran moral dalam peliputan yang dilakukan wartawan
terkait kode etik jurnalis.

Hasil dari skripsi adalah Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap apa
yang disampaikan terkait berita bohong/hoax terkait dengan kejadian di
pemandian Taman Ria Suropati. Terdakwa tidak melakukan verifikasi berita.
setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain
memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan
keberimbangan. Selain itu terdakwa penyebar berita hoax mendapatkan sanksi
administrasi yaitu pencabutan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan dan Dalam
tujuan hukum di pasal tersebut Dewan Pers membuat Kode Etik Jurnalis denggan
tujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan
moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan
publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme di dunia pers.
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